BABYV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
di Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi memiliki
karakteristik yang berbeda. Setiap kota memiliki kekhasan tersendiri dalam
menjalankan Mal Pelayanan Publik mereka, baik dari segi lokasi, sistem
administrasi, model pelayanan yang diterapkan serta fasilitas yang digunakan.
Terdapat beberapa permasalahan yang di diidentifikasi pada Mal Pelayanan Publik
tersebut, yaitu kualitas pelayanan, dukungan pemerintah, Sumber Daya Manusia
(SDM), dan kecukupan infrastruktur dan pelayanan.

Kualitas pelayanan menjadi prioritas utama dengan masalah utama terkait
pengumpulan data kepuasan masyarakat dan tindak lanjut terhadap pengaduan
masyarakat. Masalah dukungan pemerintah juga menjadi fokus penting, terutama
terkait dengan dukungan anggaran pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dan tindak
lanjut evaluasi pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Dalam hal SDM, masalah
utama adalah adanya pelayanan yang tidak sesuai SOP dan kurangnya BIMTEK
yang terintegrasi. Kecukupan infrastruktur dan pelayanan dihadapi dengan
masalah seperti jenis pelayanan yang terbatas dan kurangnya partisipasi lembaga

lain dalam mengoptimalkan variasi jenis layanan di Mal Pelayanan Publik.
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Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini termasuk optimalisasi
dukungan pemerintah melalui penganggaran yang lebih baik, pelaksanaan tindak
lanjut evaluasi yang efektif, dan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait
Mal Pelayanan Publik. Untuk SDM, solusi utama adalah pelaksanaan BIMTEK
terintegrasi untuk seluruh tenan di Mal Pelayanan Publik dan melakukan evaluasi
serta revisi SOP. Di bidang kualitas layanan, respon cepat terhadap pengaduan dan
peningkatan sarana komunikasi menjadi solusi utama. Sementara untuk
kecukupan infrastruktur dan pelayanan, solusi yang ditawarkan meliputi
peningkatan sarana dan prasarana, melibatkan lembaga swasta, dan memperluas
jenis pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi pengembangan yang
direkomendasikan mencakup evaluasi berkala oleh pihak ketiga, penguatan
infrastruktur dan kelembagaan, dan penguatan SDM melalui BIMTEK. Data
menunjukkan kesepakatan yang kuat di antara responden mengenai prioritas
masalah, solusi serta strategi.

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Islam telah terimolementasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik pada tiga mal pelayanan publik tersebut.
Prinsip tidak menyulitkan (‘adam al-haraj) terimplementasi pada mal pelayanan
publik ini berupa penyederhanaan prosedur layanan, namun letak tempat

pelayanan di lantai tiga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat terutama
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kelompok rentan dari sisi aksesibilitasnya. Pada mal pelayanan publik Kota
Payakumbuh sudah sederhana dan lokasinya berada di lantai satu kantor walikota
yang sangat mudah dijangkau. Begitu juga prinsip ini terimplementasi pada mal
pelayanan publik Kota Bukittinggi dengan adanya layanan konsultasi dan
informasi memudahkan masyarakat berurusan serta didukung lokasi tersendiri di
pusat kota memudahkan untuk di akses.

Prinsip menyedikitkan beban (taqlil al-takalif) terimplementasi di mal
pelayanan publik Kota Padang melalui sentralisasi layanan sehingga mengurangi
beban administrasi. Lokasi di Pasar Raya meningkatkan akses, namun
aksesibilitas bagi kelompok rentan masih terbatas. Sedangkan pada mal pelayanan
publik Kota Payakumbuh berupa sentralisasi layanan mengurangi beban
masyarakat dengan mengurangi perjalanan antar kantor. Transformasi digital pada
sebagian layanan juga menghemat waktu dan biaya. Pada mal pelayanan publik
Kota Bukittinggi terwujud melalui lokasi di pusat kota, mempermudah
masyarakat mengakses layanan. Fasilitas pendukung seperti area tunggu dan jalur
disabilitas yang memadai.

Prinsip bertahap dalam menetapkan hukum (al-tadarruj fi al-tasyri’)
terealisasi pada mal pelayanan publik Kota Padang melalui jumlah instansi dan
layanan yang tersedia mengalami penurunan, menjadikan sebagian masyarakat

kembali ke kantor utama untuk urusan administrasi. Sedangkan pada mal

224



pelayanan publik Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah layanan, tetapi
sebagian layanan dialihkan ke sistem digital untuk mengoptimalkan pelayanan.
Pada mal pelayanan publik Kota Bukittinggi ditemukan umlah layanan meningkat
dari 10 menjadi 21 tenan, menunjukkan perkembangan bertahap yang
mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara progresif.

Prinsip memperhatikan kemaslahatan (al-maslahah) terealisasi pada mal
pelayanan publik Kota Padang melalui lokasi strategis di tengah pasar, tetapi
kurang optimal bagi akses kelompok rentan. Adapun pada mal pelayanan publik
Kota Payakumbuh dengan terwujudnya digitalisasi layanan meningkatkan
efisiensi, tidak ada diskriminasiensi dan aksesibilitas. Sedangkan pada mal
pelayanan publik Kota Bukittinggi dengan terdapatnya lokasi dan fasilitas
mendukung kenyamanan masyarakat.

Prinsip keadilan yang merata (al-‘adalah) pada mal pelayanan publik Kota
Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi semua layanan terlaksana dengan standar
pelayanan yang berlaku sama bagi semua masyarakat yang berlayanan. Tidak ada

pembedaan perlakuan (diskriminasi).

5.2 Implikasi

1) Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai
karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh Mal Pelayanan Publik di
Kota Padang, Payakumbuh, dan Bukittinggi.

2) Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan
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penyesuaian kebijakan untuk memastikan dukungan terkait pelaksanaan
Mal Pelayanan Publik serta melakukan evaluasi berkala yang melibatkan
pihak ketiga. Kebijakan yang mendukung sosialisasi yang lebih efektif dan
penguatan infrastruktur harus diprioritaskan untuk mengoptimalkan fungsi
Mal Pelayanan Publik. Pengelolaan Mal Pelayanan Publik harus
melibatkan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam hal perencanaan dan
pelaksanaan, yang mencakup penanganan masalah SDM, kualitas layanan,
dan infrastruktur secara bersamaan.

3) Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum
Islam dalam pelayanan publik dan prinsip-prinsip ini tidak hanya
memastikan bahwa pelayanan sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MPP.

4) Kebijakan dan prosedur Mal Pelayanan Publik harus secara konsisten
mengintegrasikan  prinsip-prinsip  hukum Islam  dalam  aspek

operasionalnya.

5.3 Rekomendasi
1) Penguatan koordinasi antar instansi pemnyedia layanan, melalui forum
koordinasi yang melibatkan semua instansi/ lembbaga yang berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pelayanan pada mal pelayanan publik untuk

membahas isu-isu strategis dan mencari solusi bersama, menetapkan
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2)

3)

4)

5)

standar prosedur yang jelas dan seragam untuk semua jenis pelayanan dan
menyediakan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan
pertukaran data dan informasi antar instansi/ lembaga.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meliputi pelatihan secara
berkala untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, terutama
dalam bidang pelayanan publik dan teknologi informasi, melakukan
evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi petugas yang
berkinerja baik dan memberikan penghargaan.

Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi, melalui digitalisasi layanan
publik untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi interaksi
tatap muka, mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan
masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi
pelayanan.

Penguatan pengawasan, berupa pengawasan internal untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk
memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja mal
pelayanan publik.

Implementasi prinsip-prinsip Hukum Islam melalui cara mlaksanakan
pembinaan spiritual bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya nilai-nilai agama dalam pelayanan publik, menyusun kode etik
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petugas dan maklumat pelayanan yang mengacu pada nilai-nilai Islam dan
melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan untuk memberikan
pembinaan kepada pegawai dan masyarakat.

6) Partisipasi Masyarakat dengan melaksanakan konsultasi publik secara
berkala untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Dan menyediakan
saluran pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti.

Pelayanan publik merupakan proses aktifitas yang dinamis dan selalu berubah

sesuai perkembangan kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan

kebijakan. Karena itu pelayanan publik akan selalu membutuhkan perbaikan.

Begitu juga penelitian tentang penyelenggaraan pelayanan publik akan

semakin terbuka luas. Dalam hal ini penelitian ini dapat dikembangkan kepada

penelitian komparatif dengan membandingkan penyelenggaraan pelayanan
publik pada tiga mal pelayanan publik dengan mal pelayanan publik yang ada

di daerah lain, dapat juga meneliti tentang dampak keberadaan mal pelayanan

publik terhadap kesejahtraan Masyarakat ataupun pengaruhnya terhadap

persepsi Masyarakat serta meneliti pengaruh budaya dan kearifan local dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.
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